
 

 

   

BUPATI PURWAKARTA 

 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

                                                    NOMOR  3 TAHUN 2015 

 

TENTANG   
 

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PENILAI DAN 

OPERATOR CONSOLE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN  

KABUPATEN  PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PURWAKARTA, 

 

Menimbang 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. 
 
 
 
 
 
 

 3. 
 
 
 

 4. 
 
 
 
 

bahwa dalam rangka optimalisasi Verifikasi Data, 
Instalasi, Maintenance dan Troubleshooting Hardware, 
Software, dan Jaringan serta Databasing Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten 
Purwakarta Tahun Anggaran 2015 maka dipandang perlu 
diberikan Stimulus Kerja berupa honorarium kepada 
Petugas Penilai dan Operator Console dalam 
melaksanakan kegiatan tersebut dengan Peraturan 
Bupati; 

 

 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1968  Tentang  
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten  dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat  
(LNRI Tahun 1968 Nomor 31,TLNRI Nomor 2851);  
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68, TLNRI 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 
62, TLNRI Nomor 3569; 
 
Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara    ( LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI 
Nomor 4286 ); 

 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara   ( LNRI Tahun 2004 Nomor 5, 
TLNRI Nomor 4355 ); 
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17. 
 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400 ); 

 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah   ( LNRI Tahun 2004 Nomor 126,  
TLNRI Nomor 4438 ); 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah  dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 
130, TLNRI Nomor 5049); 
 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, 
TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589); 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 
Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI 
Nomor 4575); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 
140, TLNRI  Nomor 4578 ); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 
(LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737 ); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 
Nomor 83, TLNRI Nomor 4738 ); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 
 
 
 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2005 Tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 
Nomor 3); 
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Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana 
telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);  
 
 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Sekretariat  Daerah dan 
Sekretariat DPRD; 
 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013; 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013; 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 
 

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 Tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014; 

 
 
 
Menetapkan 
 
 

 
 
 
: 
 
 

 

                  M  E M U T U S K A N  : 

 
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN  HONORARIUM  

OPERATOR CONSOLE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN  

PURWAKARTA   TAHUN  ANGGARAN   2014 
 

Pasal 1 

 

Untuk memberikan stimulus kerja kepada Operator Console (OC) Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Purwakarta, 
maka perlu diberikan honorarium. 
 

Pasal 2 

 
Besaran Honorarium yang diberikan kepada Operator Console (OC) Pajak Bumi 
dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Purwakarta 
Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan 
nilai tertinggi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
perbulan. 
 

 

 

 

Pasal 3 

 
Biaya yang  timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan 
kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun  Anggaran 2014. 
 



  Pasal  4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan   
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 
 
 

     
    Ditetapkan di Purwakarta 

pada tanggal 2 Januari 2014 
 

    BUPATI PURWAKARTA, 

 

                 Ttd. 

 

 

         DEDI MULYADI 

 

 

Diundangkan di Purwakarta 
Pada tanggal 2 Januari 2014 
 
  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

 

 

Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 29 
 

 

 

 

 
      


